
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK          

NOMOR  04                                                                                             TAHUN  2012   

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 04 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN                                               

DAN PENGABUAN MAYAT 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 40 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pemakaman; 

  b. bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;    

  c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah      

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 
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  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,                   

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                        

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia              

Nomor 4844 ); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara            

Republik Indonesia Nomor 5015); 

  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5049); 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok               

Tahun 2000 Nomor 27); 

  18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 

Nomor 07); 

  19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 

2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2011 Nomor 20); 

  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah    

Kota Depok  Tahun 2008 Nomor 11); 
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  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

  Dan 

  WALIKOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI 

  PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT. 

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kota Depok. 

  5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas 

Pokok dan Fungsi di bidang Pelayanan Tempat Pemakaman. 

  6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

  7. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota 

untuk memegang Kas Daerah. 

  8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan 

  9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

  10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

  11. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, milik atau 

yang dikelola oleh pemerintah daerah. 

  12. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan 

administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, 

pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman. 
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  13. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara 

medis. 

  14. Tempat Pemakaman Umum adalah Areal tanah yang ditetapkan 

untuk umum guna pemakaman jenazah dan kerangka jenazah 

tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya 

dilakukan oleh Pemerintah Kota. 

  15. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah Areal Tanah yang 

ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau 

kerangka Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan 

Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan. 

  16. Tempat Pemakaman Khusus adalah Areal Tanah yang digunakan 

untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor 

kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

  17. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Sebidang Tanah yang diwakafkan 

untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  18. Nisan adalah Batu Nisan yang memuat keterangan tentang tanggal 

lahir, nama dan tanggal meninggalnya. 

  19. Mobil Jenazah adalah Mobil Khusus yang dipergunakan untuk 

membawa/mengangkut Jenazah/Kerangka jenazah yang dikelola 

oleh Pemerintah Kota, Perorangan atau Badan Hukum Swasta. 

  20. Surat Izin adalah Surat Izin penggunaan tanah makam, tanah 

makam tumpang, penguburan jenazah/kerangka jenazah, dan 

pembakaran/pengabuan mayat. 

  21. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan 

jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan 

pemakaman khusus. 

  22. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk 

pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  23. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara 

menunggu pelaksanaan pemakaman. 

  24. Kapling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 x 1,5 M. 

  25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 


